
BUPATI PRINGSEWU 
PROVINST LAMPUNG 

P~RATURAN BUPATI PRINGSEWU 
NOMOR OJTAHUN 2018 

IBNTANG 

SALINAN 

PF.RURAHAN ATAS PERA1'URAN BUPATI NOMOR S3 TAHUN 2015 
TENT.l\NG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LlNGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

8UPAT1 .P.RlNGSEWU, 

Menirnbe.ng a. bahwa. peraturan Bupati wajih mP.ngikuti dinamika 

Mengingat 

perube.han peraturan perundang-undangan agar tetap dapat 
efektif dan efisiensi terhadap pencapaian tujuan 
pemerintahan~ 

b. bahwa berdasa.rkan ketentuan ?asal 2 ayat ( 1) Peraturan 
Pemerintah :Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah t$upati Wajib melakukan 
peugendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 
dan perlu dilakulc.an pP.nyP.~uaiRn t.e-rut.ama berkaitan 
dengan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015 
tentang ?iagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Pringsewu; 

c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pa.da huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Tentang .f'erubahan Atas f'eraturan Bupati Nomor 
53 Tahun 2015 tentang Piagrun Audit Cntemnl Di 
Ungkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu; 

1. Undang-Undang ~omor 28 iahun 1999 tentang 
Penyelenggara.an Negara Yang Bers1h clan Behas Dari 
Korupsi, Koluei dan Nepotisme (Lembaran Negara. Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang 
Perbend.aharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomur 5 , 'THilllml:l.afl Lerubai-an 
Negara Republik Jndonesia Nomor 4355); 

3 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolwm dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 



4. Undang-Undang Nomor LS Tahun 2006 tentang Badan 
Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lerubaran 
Nepra Republik lndonesitl Nonior 4654); 

5. Undang-Undang Numur 48 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Pmvinsi Lampung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4932); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undauigai1 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8?., 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Hornor 
5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 24-4, Tambahan Lemb,,1,r&1 
Negara. Repu blik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah riiubAh bebera.pakali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republilc Indonesia Nomur 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Petloman Pembinaan dan Pengawaaan Pcnyelenggnraan 
Pemerintah Daerati (T.r.mharan Negaia Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Jndunema Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

10. Peraturan Daerah Kabupatcn Pringsewu Nomor 07 Tahun 
2010 tentang Polcolc-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu. Tahun 2010 
Nomor07); 

Ml<.:MIJTIJSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 53 
TAHUN 2015 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI 
UNGKUNGAN Pl!:MERINTAH .KABUPATEN PRINGSJ!:WU. 

Pasal 1 

l:leberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kauupaten 
Pring3CWU Nomor 53 Tahun 2015 tentang Piagam Audit 
lnt~mAI Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu 
(Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 Nomor 53) 
diubah sebagai berikut: 



, . 

l<etent,u1n PRMl 3 diuhah, sehinggs. berbunyi sebagai berikut: 

Pasa.l 3 

( 1) Piagam audit intern memuat kedudukan dan peran 
inspektorat, visi dan misi, tuga.s pokok dan fungsi 
inspekt.orat , kcwenangan inispektorat, tanggung jawab 
insJ)ekt.omt., tujuan, sasa.ran dan lingkup pengawasan 
inspektorat kabupaten pringsewu, kode etik dan standar 
audit APIP, persyaratan auditor inspektorat, larangan 
perangkapan tuga.s dan jabe.tan auditor, hubungan ketja 
dan koord.ina.i.i dan penilaian berkala. 

(21 Piagam audit internal d.iatur dalam Lampiran 1 yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pcrature.n 
ini. 

(3) Penjelasan piagam audit internal di.H.Lur dalam La.mpiran II 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini. 

Pasal 11 

Peraturan naerah ini mulAi berlaku pada tangga.l 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinytt, memerintahka.n 
pengund@¥£@D Peraturan_ B~ ini dengan pen~patarmya 
dal&IQ;ja'8,,IWNd~~a n Pringsewu. 

f>lundi:n1gkan di Priraw.raG 
pada tanggal 8 J~ ~ 

Uitetapkan di Pring5eWU 
pada tanggal. o .ra=e.rl 201s 

BUPATI PRINOSEWU, 

dto 

SUJ/\01 

SEKRETARJS DAERAH KABUPATENjPRINGSEVlU, 

dto 

A. BUDIMAN PM 

BERITA DAERAH KAB'UPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR ·-<>, 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Bina dan Fasi.litasi Produk Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu 

~~, 
IHSAN HENDRAWAN, S.H 

JDIH Kabupateu Priagsewu : http:/ /jdih.priagsewukab.go.id/ 



1..AMP1RAN I PERATURAN BIJP,\TI 'PRINC'..SEWU 
N0MOR : 05 
TAHUN : 8 Je.lllari. 20~tj 

PIAGAM AUI.JIT INTERN 

A. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyelctif daJem bentuk 

pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultansi (consulting 

activities), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan 

operasional sebuah organisasi (auditi). I<egiat.An ini membantu organisasi 

(auditi) mencapai tujuannya dcngan cara. menggunakan pendekatan yang 

sistematis dan teratur untuk mentlai clan meningkalkan efektivitas dari 

proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor 

,.. publik). 

B. Inspektorat Daerah Kabupaten Pringsewu adalah Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksan.akAn audit 

intern di Lingkunpn Pemeriotah Kabupaten Pring8eWU. 

C. Inspektorat Daerah Kabupaten Pringsewu memiliki kewenangan untuk 

mengakses eeluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, 

aset. dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pringsewu yans diperlulmn sehubungan dengan 

peJak3;:1nwu1 lugas pokok dan fungsi audit intern scrta kewerumgan lain 

sebagaimana tercantum deJam lampiran plagaro t11i; 

O. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sebagaimana tercantwn 

dalaln Pasal 4 antara lain menyatakan bahwa Pimpinan £nstansi 

Pemerintah wajih mendptakan dan memelihara Lingkungan Pengt"ndalian 

yang baik melalui : 

1. penegakan integrltas dllll 1illai etilai.; 

2. komitmen terhadap kompetensi; 

3. kepemimpinan yang kondusif; 

4. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 

5. pendelegaeian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 

6. penyusunan dan penerapan kebijakan yang ~hat tentang pembinaan 

sumber daya 11i.anuaia; 



7. mewujudkan peran APIP yang efektif; 

8. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. 

Piagam Audit Intern mulai berlaku 11Jejak tangga1 ditetapkan. Piagam Audit 

Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkaln untuk dilihat 

kesesuaiannya dan apabila cliperlukan maka a.kan dilakukan perubahan dan 

penyempumaan guna. menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di 

bidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan 

praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit 

Intern ini dapat dijadikan da.sar bagi Pemerintah Ka.bupaten Pringsewu untuk 

IIU:ngevwuHSi. kegiat.a.n Jnspektorat Oacrah Ka.bupaten Pringsewu. 

BUPATl PRINGSEWU, 

dto 

SUJADJ 

JDIH Kabupatea. Priogsewu : http:/ /jdib.priagsewukab.go.ict/ 



LAMPIRAN U PERATURAN HUPATI PRINGSEWU 
N0MOR 03 
TAHUN : :1>1S 

PENJELASAN PIAGAM AUDIT (NTERN APIP 

I. PENDAHULUAN 

a_ Pil'lgAm Audit Intern (Internal Audit Charte,) merupakan dokumen formal 

yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan 

pengawasan intem oleh Ap,rrat Pengawasan Intern Pemerintah; 

b_ Piagam Audit Intern merupakaTI penegasan komitmen dari para 

pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi 

audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten .Pringeewu; 

c_ Aparat Pengawasan Intern PemerintDh (APIP) adalah instansi pemerintah 

yang dibcntuk dengan tugaa melak&anakan pengawasan intcni di 

lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang tercUri 

dari Badan. Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BP.KP), 

lnspektorat Jendtral Kementerian, lnspektorat/unit pengawasan intern 

pada Kementerian Negara, lnspelctorat Utama/Inspektorat Lembaga 

Pemerintah, Inspelctorat/unit pengAwllAAn int.em pada Kesekretariatan 

Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inepektorat Provinsi/ 

Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pad1:1. &d~1 Kukum 

Pemerintah lamnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan_ 

D. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN 

PRINGSEWU 

a, Inepektorat Dumb dipimpin oleh lnspektur yang deJem melaksanakan 

tuga511ya l.,c:rtanggung jawab kepa.da Bupati melalui Sekretaris Dacrah. 

b. Struktur dan keduclukan Unit APIP adalah !"'bagai oorikut : 

.1. struk:tur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk 

melaksanakan beban kerja; 

2. unit APIP dipimpin oleh &e01"81lJit Inspektur sebagai Kepala Unit APIP; 

3_ kepala unit APIP <liangkat dan diberhentikan olt>h pe-j.llhat Pembina 

kcpcgawaian l9e8WU dengan pera.turan pcrundang-undmlgan tentang 

pengangkatan dan pemberhentian PNS; 



4. kepala unit APJP bertanggungjawab kepada Bupati Pring8ewu melalui 

Sekretaris Daerah Kabupaten; 

5. auditor yang duduk dalaln Unit APIP bertanggung jawab secara 

langsung kepada kepala Unit APIP. 

ID. 'ruGAS POKOK DAN .l''UNOSI INSPEK'IORAT DAERAH KABUPATEN 

PRINGSEWU 

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Pringsewu adalah membantu 

Bupati dalam membina dan mengawasi pe]aksanaan Urusan 

Pemcrintahan yang menja.di kewenangan Daerah wan Tugas Pembantuan 

oleh Perangkat Daerah, 

Untuk mela.ksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, lnspek:torat 

mempunyai fungsi : 

a, perumusan kebijakan teknis bidang pP.l'lg,:IWasan dan fasilitasi 

pengawasan; 

b. pe)aksanaan pengawasan internal terbadap kinerja dan keuangan 

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, clan kegiatan peJlAawasan 

lainnya; 

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu a.tas penugasan 

Bupo.ti; 

d. penyusunan hlpuilUl liasil pengawiusa.n; 

e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; wan 
l. pelaksanaan fungsi lain yang chberikan oleh Bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

IV. KEWENANQANINSPEK1'0RATDAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 

Untuk dapat memenuhi tujuan dan ]jJlgkup pengawasan intem i:JCCarl,j_ 

memadai,lnspektorat Daerah Kabupaten Pringsewu memiliki kewenangan 

untuk: 

a. mengakses seluruh infotmasi, sistem informasi, catata.n, dokumentasi, 

aset. danpersonil yang dipedukan s.ehubungan dP.npn pelaksanaan 

fungsi audit intern; 

b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pa.da satuan 

kerja yangmenjadi obyek audit intern dan pegawai 1ain yang cliperlukan 

dalarn rsngkapelaksanaan audit intern; 



c. memiliki wewenang untuk menyampaikan Japoran damnelakukan 

konsultaneidengan Bupati Pringsewu dan berkoordinasi dengan 

pimpinan lainnya; 

d. melakukan koonlinasi kegjatannya dengan ke_watan auditor eksternal; 

e. mengalokasikan sumber da.ya Inspektorat Daerah Kabupaten Pringsewu 

sertamenetapkan frekuensi, objek, dan Iingkup audit intern; 

f. menerapkan telcnik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan 

audit intern; 

g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang 

diperlukan. baik yang berasal dari intemal maupun eksternal 

Pemerintah Kabupaten Pringsewu dA!am rangka pelaksanaan fungsi 

audit intern. 

V. TANGGUNO JAWAB INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 

Dalam penyelenggi:uaan fungai pengawasan intern, lnspektorat Daerah 

KabupatenPringsewu bertanggung jawab untuk : 

a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan 

profesionalismeauditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil 

audit intern dengamnengacu kepada StandAr Audit yang berlaku; 

b. menyusun, mengembangkan, dan mel.aksanAkan Program Kerja Audit 

IntemTahunan yang pcduli riaiko, khususnya dalam hal penentuan 

skala pricrit.as dansasaran audit intern dengan mempertimbangkan 

ketersediaan sumber dayapengawasan, tennasuk mengidentifikasi dan 

m.emutakhirkan data semua unitkerja yang dapat diawasi (audit 

universe) serta data/dokumen yang diperlukan; 

c. menjamin lcecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga 

dapatmcnyelenggaraken fungsi o.udit intern secara optimal; 

d. melakukan pemantauan tindak hmjut hwsil audiL intern; 

e. menyampaikan laporan haail audit intern dan taporan berk.a.la aktivitas 

pelaksanaan fungsi audit intern kepada Pemerintah Kabupaten 

Pringsewu. 

VI. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT 

DAERAH KABUPATEN PRJNGSEWU 

Tujuan penyelenggaraan audit intP.m oleh Tn!lpektorat Daerah Kabupaten 

Pr.ingsewuadalah untuk 1DC!Dberikan nilni trunbah bagi pencapaian tujuan 

dan sasaran, yaitu : 



a. meningkatnya kematan, kehematan, efisiensi, dan efek:d"llitas 

pencapaian tujuandan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Pemerintah KabupatenPringsewu. 

b. meningkatnya efektiwitas manajemen risiko dan pengerode]ian 

dalampcnyelenggaraan tugas dElll fungsi Pemerintah Kabupaten 

Pringsewu. 

c. meningkatnya tata k:elola penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi 

Perangkat Damm yang bersih clan bebaa dari praktik-praktik Korupsi, 

Kolusi,dan Nepotisme (KKN). 

Untuk dapat menca-pai tujuan dan fungsi audit intern tersebut di atas, 

maka lingkupaudit intern lnspektorat Daerah K.11hupaten Pringsewu paling 

kunU1g meliputi: 

a. audit dengan tujuan tertentu tennasuk audit ketaatan untuk 

memastikan bahwapenyelenggaraan tugas clan fungsi Pemerintah 

Kabupaten Pringsewu telah sesuai ketentuan; 

b. audit kinerja atas penyelenuaraan tug.as dan fungsi Pemerintah 

KabupatenPringeewu, yang meneakup audit kinerja atas pengelolaan 

keuangan negaradan 1:1.udit kinerja atas pelakaanaall tugaa dan fungai 

Pemerintah KabupatenPringaewu; 

c. reviu a.taa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten 

Pringsewu, seperti reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten 

Pringaewu dan reviu ata.s 1..apnmn Kinerja Pemerintah Kabupaten 

Pring&CWUj 

d. evaluasi atas penyelenggaraan tugas clan fungsi Pemerintah Kabupaten 

Pringsewu, aeperti evaluasi at.as Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) dan evaJuasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas 

Perbantuan; 

e. pema.nta.uan dan aktivitas audit intern lainnya yang beTUPJIA!ristensi, 

l!Ul>u.lil!lasi, clan konsult:asi. terhadap penyelengge.raan tugs.a dan fungsi 

Pemerintah Kabupaten t>ringsewu. 

vn. KODE ETIK VAN STANDAR AUDIT APIP 

Piegaro Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor da)am melaksanekan 

pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intem 

PemP-rintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi 

profesi (AAIPI). 



VDI. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP 

Persyamtan auditor intern yang duduk da1ain Unit APIP paling kurang 

meliputi: 

a. niemenuhi •.+jlikacri .Taha.tan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi 

uiin dibidang pengawaaan in.tern pcm.erintah serta persyaratan teknis 

Jainnya sesuai peraturan perundang-undangan; 

b. memiliki integritas clan perilaku yang profesional, independen, jujur, 

dan obyektif dalem pelaksanaan tugasnya; 

c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai telmis audit dan 

diiliplin ibnulain yang relevan dengan bidang tugasnya; 

d. wajib mematuhi Kode Etik dan Stand.al' Audit Intern Pe~rintah 

Indonesia; 

e. wajib menjaga kerahesiaan intonnasi terkait dengan pelakllanaan tugas 

clan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan 

peratunm perundang-undangan; 

f. memahami prinsjp-prinsip tata kelola cqani.sasi yang baik, 

pengeridalian intern pemerintah, dan manajemen Tisiko; serta. 

g. ben,edia meningkatkan pengetahuan, kcahlian, da.n kemampuan 

profesionalisme secara terus-menerus. 

IX. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDI70R 

a. Auditor tidak boleh terliba.t langsung melaksanakan operasionel 

kegiatan yang diaudit at.au terlibat dab1m kegiatan lain yang dapa.t 

mengganggu penilaianin dependcnai dan obyektiYitae auditor. 

b. tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat atruktural. 

X. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI 

Untuk mewujudkan efek:tivitas dan efisiensi pe)a.ksan.aan fungsi audit 

intem, lnspektomt Daerah .Kabupaten Pringsewu perlu menja1in 

kerjEOsamo dan k()Ordinasi dengan auditi, APIP lainnya, i\parat Penegak 

Hukum (APH), dan pihak ttrbit lainnya scsuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sena aparat penga.wasan 

elartem pemerintah. 



XI. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU DAN AUDITT 

a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara 

lnspektorat Daerah Kabupaten Prinpewu dengan auditi adalah. 

hubungan kemitraan antara Auditor dan auditi atau antara konsultan 

dengan pcnerimajaaa. 

b. Ualam setiap penugasan (bmk penugasan w;~-ioe maupun 

consutting), auditi harus memberikan dan menyaji.kan informasi. yang 

relevan dengan ruang lingkup penugasan. 

r.. Auditi ba.rus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang 

diberikan oleh Inspektora.t Daer-ah Kabupatet1 PnngAP.WU dan 

melaporlu111 lindak la.njut beserta statueatas setiap rckomendflai nudit 

intern kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Pringaewusesuai dengan 

prosedur yang berlaku. 

XTI. lNSPRKTORAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU DENGAN APJP 

LAINNYA, APARAT PENEOAK HUX.UM (APH), DAN PIHAK TERKAlT 

LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANO-UNDANGAN YANO 

BERLAKU 

a. mspektorat daerah Kabupaten Pringsewu wajib menggunakan 

kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang penga.wasan yang 

dikeluarkan oleh instansi yang bP.rwenang daJam menentukan arah 

kebijakan den program audit int.em Inspcktorat Daeroh Kabupaten 

.1-'ringsewu. 

b. berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Penga.waean (Rakorwas) yang 

diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan 

pereepsi men,;enai kebijakan penp.wasan nasional, sinergi. pengawasan 

naBional, dan menguransi tumpang tindm pelaksanaan peng11w.11Mn. 

c. kuord.illa.&i pelap:>T'l.ll., baik yang bensifa.t laporan pcriodik ma.upun 

lapcran basil penga.wasan. 

XW. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU DAN APARAT 

PENGAWASANEKSTERN PEMERINTAH 

a. inspcktorat daeroh Kabupaten Pringeewu menjadi mitra pendamping 

bag! aparat pengawlll:iltil eksl.etn pemerintah sel.ama pc1a1a,anaan 

penugasan, bailc sebagai penyedia data/mii>rmasi maupun sebagai 

mitra auditi pada seat pembahasansimpuJan hasil audit. 



b. inspektorat daerah Kabupaten Prlngsewu dapat berkO<ITTlinasi. dengan 

aparat pengawaisan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi 

dengan lingkup penugasan lnspektorat Kementerian/Lembaga/Daerah. 

c. tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang 

di9alllpaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah mer,~pakan bahan 

pcngawa.san bagi Inspcktorat Daemh Kabupaten Pringsewu terhadap 

penyelengpran tugas dan fungsi inst.snsi pemcrintah. 

d. inspektorat Daerah Kabupaten Pringsewu menyampaikan laporan hasil 

pcngawasan kepada BPK-RI eebagaimana amanat dari Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan 

PemeTintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendaJian Intern 

Pernerintah (SPIP). 

XIV. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PRINUS~WU DAN BADAN 

PENGAWASANKEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKPJ 

a. inspektorat daerah Kabupaten Pringsewu menjadi mitra kerja bagi. 

inst.Anai Pembina penyelenggaraan Sistem PengeDdalien lntmn 

Pemerintnh (SPIP) dalam rangka membangun dan mertinglcatkan 

pengendalian intern pemerintah yang meliputi: 

1. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP; 

2. sosialisasi SPIP; 

3. Pendidikan dan pelatihan SPIP; 

4. Pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan 

5. Peningkat.an kompeten!rl auditor APIP. 

b. inapektorat dacrah Kabupatcn Pring~ harue men6Sllnaka.n 

pemtumn-peraturan dibldang Jabatan Fungsional Auditor yang 

dikeluarkan oleh Jnstansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor. 

xv. PENILAIAN BERKALA 

a. pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, 

dan tanggi.tngjawab yang didefinisikan dLllmn Piagam ini tetap m.ema.dai 

delarn kegiatan audit intern sehingga dapa.t mencapai tujuannya. 

b. basil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati . 

Pringsewu. 

. .. 



XVI. PENUTUP 

Plagam Audit Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 

11pabila diperlukBn maka akan di1akukan perubahan dan penyempumaan 

guna. menjamin keaelaraaan dengan praktik-praktik terbaik di bidang 

pengawasan, perubahan lingkw1gan 01·ganisai,i, clan perkcmbangan 

praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. 

BUPATI PRTNGSEWU, 

dto 

SUJADI 

JDIH Kabupaten Priagsewu : http:/ /jdih.priillgsewukab.go.id/ 
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